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PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANTSASI DAN TATA KERJA 
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVTNSI BANTEN

Menimbang

GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

N O M O R : 33 T A H U N 2005

bahwa sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 171 
Tabun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Banten tidak sesuai dengan 
perkcmbangan keadaan dan potensi daerah dibidang 
sumber daya air serta untuk meningkatkan pclayanan 
kepada masyarakat di bidang sumber daya air, perlu 
disesuaikan dengan Satuan Wilayah Sungai;

b. bahwa untuk meminjang lerlaksananya sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di alas, perlu Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan lata Kerja Balai Pengelolaan 
Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Banten vang ditetapkaii I’eraturan Gubernur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 lahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negam 
Republik Indonesia lahun 1974 Nomor 55, laiYlbahan 
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 
Tabun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
169, Tfimbaban I .embamn Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tabun 
2000 tentang Pembentlukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor R12, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4010);



4.

9.

L

3. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 7 Tabun 2004 
ten tang Sumbcr Daya Air (bomba ran Negara Rcpublik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 32, Tambaban Lembaran 
Negara Repubuk Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tabun 
2004 tentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambaban 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemcrintab Rcpublik Indonesia Nomor 22 tabun 
1982 tentang Tata Peiigaturan Air (L.embaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tabun 1982 Nomor 37, Tambaban 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3225);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tabun 
1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tabun 1982 Nomor 38, Tambaban Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3226);

7. Peraturan Pemerintab Nomor Republik Indonesia 20 tabun
1990 tentang Pengendalian Penccmaran Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1990 Nomor 24, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3409);

8. Peraturan Pumerintah Republik Indonesia Nomor 27 tabun
1991 tentang Rawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1991 Nomor 35, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3441);

Peraturan Pciiiciinlah Republik Indonesia Nomor 35 tabun 
1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1991 Nomor 44, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3445)j

10. Peraturan Pemcrintab Rcpublik Indonesia Nomor 1.6 
Tabun 1994 tentang, Jabatan Lungsional (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Ta nm 1994 Nomor 22,4 Tillilbahan 
Lembaran Negaht Republik Indonesia Nomor 3547);

11. Peraturan Pemerintab Nomor 25 tabun 2000 tentang 
Kcwenangan Pemerintab dan Kcwenangan PFOVinsi 
sebagaf Dacmh oton.om (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tabun 2000 Nomor 54, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Perntiu-Qn Pemerintab Nomot’ 13 Tcihtill 2002 tentang 
Peru ba ban atas Peraturan Pemerintab Nomor 10Q Tabun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Ind^h^sia 
Tabun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194);



Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN :
i

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI 
PENGELOLAAN SUMBFR DAYA AIR PADA DINAS 
PEKERJAAN UMUM PROVINSI BANTEN.

13. Peraturan Pemcrinlah Republik Indonesici Nomor 8 Tahun 
2003 tcntang Pcdonian Organisasi Perangkat Daerali 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4262);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banlcn Nomor 23 I’ahun 2002 
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten (Lembaran 
Daerah I Tov ins i Banten Ta him 2002 Nomor 21 Seri D).

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penvelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Ban'ten tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;

3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten,

7. Balai adalah Balai Pengelolaan Sumber Dava Air Pada Dinas Pekerjaan Umum 
Provinsi Banten;

8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air;

9. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung 
didalamnva.

10. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan 
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan 
air laut yang berada di darat.

11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat 
pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
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BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Daginn Purtaiiia 
Kedudukan

tugas oporpwioiidl bidang 
Pengelolaan Sumber Daya

Ihlgian KudUd ;
Tugas
Pasal4

Balai meiTipMnyai tugas mclaksanakan sebagian 
Pekerjaan Umum yang berkaltan dengan Operational 
Air.

12. Pengelolaan sumber dawi air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau, dan mengevaluasi penyelcnggaraan konservasi sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendaian daya rusak air.

13. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam 
satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya 
kurang dari atau sanici dengan 2.000 km2.

14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi 
menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan 
kedanau atau kelaut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah 
topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih 
terpengaruh aktivitas daratan.

15. Daerah aliran sungai lintas adalah daerah aliran sungai yang melintas di 2 
(dua) atau lebih Kabupaten/Kota.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas 
dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2 |
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:
1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cllljung-Ciliman 

berkedudukan di Kabupaten Surang mclaksanakan pelayanan masyarakat 
dibidang sumber daya air di daerah aliran sungai lintas dalam wilayah sungai 
Ciujung-Ciliman yang berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, 
Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon;
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Cidurian-Cisadane yang 
berkedudukan di Kota 1’angerang mclaksanakan pelayanan masyarakat 
dibidang sumber daya air di Daerah Aliran Sungai lintas dalam wilayah sungai 
Cidurian-Cisadane yang berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota 
langcrang dan Kabupaten Tangerang.

Pasal3
Balai berkedudukan srbilgm Unit Pelaksana TekniM PimiS Pada Dinas Pekcrj. 
Umum Pro\’insi Bantcn, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang 
adminislratil dan operasional berada dibawah dan 
Kepala Dinas.
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BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

L

e.

aan sumber ciaya air;

Dalam nielaksanakan 
niempunvai tungsi :
a. Penvusunan rencana leknis operasional Balai;

b. pelaksanaan kebijakan tcknis bidang IVngriolaan Humber Daya Air;

c. pelaksanaan lawman kcpada masvarakat dibidang sumber daya air;

d. pelaksanaan opcrasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana 
sumber dava air;
pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air; 

pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;

g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;

h. pelaksanaan pemantauan kualilastyr;

i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelok

j. pelavanan sistem informasi pengclolaan sumber daya air;
k. pelavanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
l. pengelolaan ketatausahaan Balai.

(1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:
a. Kepala Balai;
b. Sub Bagian Tata Usalia;
c. Instalasi;
d. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada aval (I) huruf c terdiri dari:

a. Instalasi pada Balai Pengelolaan Sumber Dava Air Wilayah Sungai Ciujung- 
Ciliman, sebagai berikut:

1. Instalasi Bendung Pamarayan;

2. Instalasi Bendung Ciliman;

3. Instalasi Bendung Cibaliung - Cibinuangeun.
b. Instalasi pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian

- Cisadane, sebagai berikut: 1
1. Instalasi Bendung Pasar Baru dan Sew.m;
2. Instalasi Bendung Ranca Sumur.

(3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud padti ayat (2) diatas ditetapkan 
oleh Kepala Dinas.

(4) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran I dan 11 Pcraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Fu ngsi
Pasal5

ilima ksud
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Pendapatan dan

BAB VIII

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Basal 12
Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Slruklural pada Balai disusun tcrscndiri 
dengan Peraturan Gubernur.

I 
i
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BAB VII
PEMBIAYAArjj

Basal 10

Pembiavaan Operasional Balai dibcbankan kcpada Anggaran 
Belanja Dacrah melalui Dinas Pckerjaan Umum Provinsi Banten.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Basal 9

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Balai diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.

TATA KER]A

Basal 11

Pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Balai 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungannva maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, 
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku. o

Basal 8
Kelompok Jabatan Eungsional meliputi sejumlah tenaga fungsional yang 

• diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Republik 
Indonesiaan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kcpala Balai.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Basal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai Ingas membanlu dan mclaksanakan 
subagian tugas Balai sesuai dengan keablian yang dimilikinya berdasarkan 
Peraturan PerUndang-Undang, Republik Indonesiaan vang, berlaku.



Pasal 14

Pasal 15

Pasal16

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

CHAERON MUCHSIN

Pasal 13
Pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, diatiir lebih lanjut olch Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Dungan berlakunya Peraturan Gubcrnur ini, rnaka Keputusan Gubernur Nomor 
171 Tahun 2001 tcntang Pembcntukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pengelolaan Sumber Dava Air sebagai Unit Pclaksana Teknis Dinas (UP'I'D) pada 
Dinas Pekerjaan Umtim Provinsi Banten dinyatakan tidak berlaku.

SEKR
PRO

ETARIS DAERAH 
VlNSI BANTEN,

Ditetapkan di Sevang
pada tanggal 25 Nopember 2005

BER1TA DAERAH PROVINSI BAN TEN TAHUN 2005 NOMOR. ..36 
SERI .JZ

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diundangkan di Serang o o
pada tanggal 23 Noper.ber 200 5

Agar setiap orang da pat mengctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

I lal-hal vang bclum cukup diatur daLun Puraluran ini scpanjang meng/'nai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



KEPALA

SUB BAGIAN

TATA USAHA

INSTALASI

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

LAMPIRAN I 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANlSASl 
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DA YA AIR 

CIUJUNG - CILIMAN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
^3 TAHUN 2005
J > ‘i op ember 200 5
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Bala; ^engelolaan Sumber Daya Air pada
Dinas Pekerjaan Umum Provmsi Banten



F

KEPALA

SUB BAGIAN
TATA USAHA

INSTALAS1

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

LAMPIRAN II 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG

EAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DA/A AIR 

CIDURIAN - CISADANE

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
33 TAHUN 2005

Nop ember 200$
Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada 
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten

O


